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ABSTRAK

Persekongkolan Tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam
Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No.
5 Tahun 19999. Kegiatan Persekongkolan Tender juga dianggap melanggar asas
Demokrasi Ekonomi dan asas Kesejahteraan Umum, serta dapat menghambat
Pelaku Usaha lain dalam bidang usaha sejenis. PT. Chevron Pacific Indonesia
selaku Penyedia Pekerjaan dan Panitia Lelang dianggap telah melakukan Kegiatan
Persekongkolan Tender dalam pada jasa kebersihan dan pelayanan gedung di
lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia dengan enam Perusahaan Peserta
Lelang. Dugaan Persekongkolan Tender ini bermula dari Laporan kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Panitia Lelang dan Peserta
Lelang dianggap telah melakukan Persekongkolan Vertikal dalam Proses Lelang
ini, serta diduga telah terjadi Persekongkolan Horizontal antar sesama Peserta
Lelang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999. Adapun yang menjadi Perumusan masalah dalam penulisan ini
adalah bagaimana penegakan hukum yang terjadi pada perkara No. 04/KPPU-
L/2009 di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Anti Monopoli serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyeleseikan perkara No. 04/KPPU-
L/2009. Metode Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu :
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Data sekunder yatu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-
bahan dari buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas, serta
menambahkan penelitian melalui sesi wawancara dengan pihak-pihak terkait
untuk menguatkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Chevron
Pacific Indonesia dan enam Perusahaan Peserta Lelang dianggap terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Persekongkolan Tender
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, dan telah
dijatuhkan sanksi oleh Majelis Komisi. Dalam menyelesaikan perkara ini, Majelis
Komisi menggunakan beberapa poin pertimbangan untuk memutus Perkara ini
secara objektif. Kedepannya, diharapkan Peranan aktif Pemerintah untuk
mengawasi dan membuat aturan yang lebih ketat agar kegiatan Persekongkolan
Tender tidak lagi banyak terjadi di Indonesia.
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